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Angket

i{epada Yth. Bapak /Saudara untuk berkenan mengisi angket dengan ketentuan sebagai berkut,
untuk pertanyaan 1-5 pilihlah jawaban yang sesuai menurut anda, untuk pertanyaan 6-7 jawablah
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sesuai dengan keyakinan anda. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.

Bagaimanakah pendapat anda tentang pembinaan agama di LP ini, baik Islam ataupun
Kristen-Katholik

a. Sangat baik

b. Baik

¢. Kurang baik

d. Tidak baik

Bagaimanakah pendapat anda tentang materi pembinaan agama di LP ini?

a. Sangat baik '

b. Baik

¢. Kurang baik

d. Tidak baik

Bagaimanakah pendapat anda tentang model pembinaan agama di LP ini?

a. Sangat batk

b. Baik

¢. Kurang baik

d. Tidak baik

Bagaimanakah pendapat anda dalam menerima materi pembinaan agama di LP ini?
a. Sangat paham . :

b. Paham

c. Kurang paham

d. Tidak paham

Menurut pendapat anda apa saja model pembinaan agama di LP ini?

a. Ceramah dan dialog

b. Ceramah

c. sholawatan/lagu

d. Praktek

Jika anda senang, Apakah yang menyebabkan anda senang dengan pembinaan agama di
LP ini?

Jika anda tidak senang , Apakah yang menyebabkan anda tidak senang dengan
pembinaan agama di LP ini?




Pedoman Wawancara

A. Ka Rutan Pajangan dan Kasi Bintal

)t

e i B ol el

Bagaimanakah Sejarah Rutan Pajangan

Apakah dasar dan tujuan Rutan

Bagimanakah struktur Organisasi di Rutan

Apakah fasilitas Nara pidana di Rutan

Apa kondisi para Nara pidana

Apakah ada pembinaan nara pidana di Rutan

Siapa sajakah yang memberikan pembinaan di Rutan
Apakah program-program pembinaan

B. Penyuluh

1.
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Bagaimanakah model dan metode penyuluhan yang dilakukan
Apa sajakah materi penyuluhan/pembinaan

Apakah kendala atau masalah yang ditemukan

Dimanakah tempat penyuluhan

Apakah Fasilitas atau alat bantu yang dipakai penyuluhan
Apakah Faktor pendukung jalannya penyuluhan

Apakah Faktor penghambat jalannya penyuluhan

C. Nara pidana

L.
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Berupa angket tentang Pembinaan di Nara pidana
Pendapat Nara pidana tentang Materi Pembinaan
Pendapat Nara pidana tentang Model Pembinaan Keagamaan
Pendapat Nara pidana tentang Pembinaan keagamaan
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Lampiran-lampiran

Tabel 7

Jadwal keagamaan Islam
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Penanggungjawab/
No | Nama kegiatan Hari Pukul | Tempat
Petugas
1 | Bimbingan Baca | Senin-Sabtu | 09.00- | Masjid | Kemenag dan
Tulis Al qur’an 10.00 | At Islamic Centre Bin
Taibin Baz
2 | Pengajian Dhuhur | Senin-kamis | 11.30- | Masjid | Kemenag Bantul
1230 | At dan Tokoh
Taibin | Masyarakat
3 | Sholat Dhuhur, Setiap hari | 12.00 | Masjid | Bimbingan
Ashar 15.00 | At Konseling dan
Taibin Tokoh Masyarakat
4 | Ibadah Jum’at Jum’at 11.30- | Masjid | Kemenag Bantul
12.30 At
Taibin

Sumber :; Data Primer




Tabel 8

Jadwal Pengajian dhuhur tahun 2014
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No Hari Minggu Penceramah Materi Keterangan
1 | Senin I Muhlisin, MPdI Tafsir Hadits | <cmenag
Bantul
; Kandungan Kemenag
2 I H.Muhlasin Sag Alqur'an Rl
2 Kemenag
3 111 Drs.Suharyanto Tarikh Bantul
4 IV | Muhtarom SPdI Akhlak PAH
Pajangan
5 V| Arif Jumhan SKM Hadits Rutan
Bantul
o s Kemenag
6 Selasa I Syahril Sidik Mag Akhlak Bantul
. : Riyadus PAH
7 II H.Mahsun Dimyati sholihin T
. s Kemenag
8 I Trubus Trimulyad:i,Sag | Akhlak Bantul
9 IV | HMahsum Dimyati Ba | Riyadus ]
AU, LR sholihin &
2 Konseling Rutan
10 v Ahmadi SPd Islam Bantul
PAH
11 Rabu I HM.Bisri Akhlak Pajangan
12 I | H.Surajiman,SH Do’a Kemenag
B DIY
13 m | HMBisi Akhlak i
Pajangan
.. , Kemenag
14 v H.Surajiman,SH Do’s DIY
15 v Ahmadi SPd Konseling Rutan
Islam Bantul
. ; Kemenag
16 | Kamis | 1 | Yvlianto,S.Ag/Yezd Al | oty pogah | Bantul/Lura
Bustomi

h
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No Hari Minggu Penceramah Materi Keterangan
17 I |HHarowi Sholat o
Pajangan
Dr.Syahrial Yuska Rutan
38 I | g 1p,SHMH Dk bantul
o e Kemenag
19 vV Syahril Sidik Mag Akhlak Bantul
20 V | Arif JumhanSKM Hadits i
Bantul
Sumber : Primer
Tabel 9
Jadwal Ramadhan
No Hari Penceramah Materi Keterangan
1 Ahad HM. Bisri Tareh Islam PAH Pajangan
. Senin HM Jaiz Muamalah PAH Pajangan
3 Selasa Drs.Suharyanto Kandungan Alqur'an | Penyuluh
— Penyuluh
4 Rabu Syahril Sidiq MA | Akhlagq Pajangan
5 Kamis Muhtarom SPdI Tauhid PAH Pajangan
6 Jum’at HM'Ya%ld Al Fiqih Islam Lurah Guwosari
Bustomi
Dr.Syahrial Yuska ;
7 Sabtu Belp SH MH Hadits Ka Rutan

Sumber : Primer
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Tabel 10
Jadwal Kesehatan/Olahraga
No Hari Pukul Tempat Kegiatan Pembimbing
07.00- K Petugas
1 | Senin-Kamis | 07.30 Lap. g;,uz,fman e Jasnf:;garan Pembina
WIB : Olahraga
Petugas
2 | Senin-Sabtu | 7 | 1P Yolly Ruten | SenamKesegaran | - p
‘ ' Olahraga
. . Petugas
3 | Senin-Sabtu 07.00- | Lap. Tenis Meja Tenis Meja Pembina
11.30 Rutan Bantul
Olahraga
Petugas
2 07.00- Ruangan ;
4 | Senin-Sabtu 1130 UMumBlok Catur Pembina
Olahraga
Sumber : Data Profil Rutan Kelas [IB Bantul Tahun 2014
Tabel 11
Jadwal Ketrampilan Napi
No Hari Kegiatan Tempat Penanggungjawab
1 Senin-Sabtu | Pertukangan Kayu | Balai Kerja | WPB Rutan Bantul
: Pertukangan  batu N——
2 | Senin-Sabtu (batako) Balai Kerja | WPB Rutan Bantul
3 | Senin-Sabtu | Pertanian Balai Kerja | WPB Rutan Bantul
4 | Senin-Sabtu | Laudry Balai Kerja | WPB Rutan Bantul
5 | Senin-Sabtu | Salon Balai Kerja | WPB Rutan Bantul
6 | Senin-Sabtu | Las Listrik Balai Kerja | WPB Rutan Bantul

Sumber : Data Profil Rutan Kelas IIB Bantul tahun 2014



Tabel 12

Tanggapan Nara pidana terhadap pembinaan keagamaan
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Tanggapan Nara pidana terhadap Pembinaan

i Jumlah %
eagamaan
Sangat baik 20 26,67
Baik 50 66,67
Kurang Baik 5 6,66
Tidak baik 0 0
Jumlah " 75 100
Sumber : Angket
Tabel 13
Tanggapan Nara pidana tentang materi pembinaan
Tanggapan Nm pidana terhadap Materi Jumlah %
Pembinaan keagamaan
Sangat baik 20 26,67
Baik 50 66,67
Kurang Baik 5 6,66
Tidak baik 0 0
Jumlah 75 100

Sumber : Angket




Tabel 14

Tanggapan Nara pidana tentang pemahaman materi pembinaan
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Tanggapan Nara p1d;na terhadap Materi Pembinaan Jumlah %
cagamaan
Sangat paham 20 i
Paham > 86,67
. 5 6,66
Tidak paham v 0
Jumlah ' 75 100

Sumber : Angket

Tabel 15

Bagaimana model-model pembinaan untuk Narapidana

Tanggapan Nara pidine: gt::nh:;inap Materi Pembinaan Jumlah %
Ceramah dan dialog 20 26,67
Ceramah 35 46,67
Sholawatan 10 13,33
Praktek sholat 10 13,33

Jumlah 75 100

Sumber : Angket




UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG
PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.  bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya
manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan
yang terpadu;

b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan
tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;

c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan
rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan
menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangt tindak pidana sehingga
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat akfif berperan dalam
pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung
jawab;

d. bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam Ordonnantie op de
Voonmaardelijkelnvrijheidsleiling (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917 jo. Stb. 1926-
488)sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, Gestichten Reglement (Stb.1917-
708, 10 Desember 1917), Dwangopvoeding Regeling (Stb, 1917-741, 24Desember 1917)
dan Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardelijke Verocrdeeling(Stb. 1926-487, 6
November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan pemasyarakatan, tidak sesuai dengan

. sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; :

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, ¢, dan d perlu membentuk
Undang-undang tentang Pemasyarakatan;

Mengingat: .

|1 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; .

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara
Republik Indonesia 1l Nomor 9) jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang
Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang
Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan
Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan
Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan
Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tzhun 1976 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);

Dengan Persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:




Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMASYARAKATAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan
bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara
pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan
secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas
Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,
dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga
yang baik dan bertanggung jawab. -

3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk
melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk
melaksanakan bimbingan Kiien Pemasyarakatan.

5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien
Pemasyarakatan.

6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah: ) ) .
a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di

LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada
negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18
(delapan belas) tahun; 5

c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh
penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18

~

(defapan belas) tahun. _
9.  Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam
bimbingan BAPAS.
10.  Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang
pemasyarakatan.

Pasal 2

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan
Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan
tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,
dapat aklif berperan dalam pembangunan, dan dapal hidup secara wajar sebagai warga yang baik
dan bertanggung jawab.

Pasal 3




Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat
berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 4
(1)  LAPAS dan BAPAS didirikan di seliap ibukota kabupaten atau kotamadya.

(2)  Dalam hal dianggap periu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan
Cabang LAPAS dan Cabang BAPAS.

BABII
PEMBINAAN

Pasal 5
Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:
pengayoman;
persamaan perlakuan dan pelayanan:
pendidikan;
pembimbingan;
penghormatan harkat dan martabat manusia;
kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan: dan
terfjiaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu,

@"ooo oo

Pasal 6
(1)  Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga

Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.

(2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB |1, =
(3}  Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:

a. Terpidana bersyarat,

b.  Narapidana,Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat
atau cuti menjelang bebas;

€. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan
kepada orang tua asuh atau badan sosial;

d.  Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada
crang tua asuh atau badan sosial; dan

e.  Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada
orang tua atau walinya, .

Pasal 7
(1) Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh
Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.
(2) Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan

pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 8
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Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan
Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang
pembinaan,pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di angkat dan diberhentikan oleh
Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 9

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan
Pemasyarakatan,Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait
badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan
penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal
3.

.

Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB Il
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Bagian Pertama
Narapidana

Pasal 10
Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.

Pendaflaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjédi
Narapidana.

Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan
Narapidana di LAPAS.

Pasal 11
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:
pencatatan:
1. putusan pengadilan; .
2. jatidiri; dan

oo
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3. barang dan uang yang dibawa;
pemeriksaan kesehatan;

pembuatan pasfoto;

pengambilan sidik jari; dan

pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Pasal 12

Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas
dasar:

a, umur;

b.  jenis kelamin;

¢.  lama pidana yang dijatuhkan;

d.  jenis kejahatan; dan

e.  kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pembinaan Narapidana Wanita di LAPAS dilaksanakan di LAPAS Wanita,

Lwpw hukuman
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Pasal 13

Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Narapidana diatur lebih fanjut dengan
Keputusan Menteri.

Pasal 14
(1)  Narapidana berhak:
melakukan ibadah sesual dengan agama atau kepercayaannya;
mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
menyampaikan keluhan;

mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media miassa lainnya yang tidak
dilarang;

mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

mendapatkan pembebasan bersyarat;

mendapatkan cuti menjelang bebas; dan

me?cli‘apatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, ;

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 15
(1)  Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

(2)  Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

. Pasal 16 .
(1)  Narapidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS ke LAPAS lain untuk kepentingan:
a.  pembinaan;
b. keamanan dan ketertiban;
[+ proses peradilan; dan
d. lainnya yang dianggap perlu.
(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Narapidana sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

(1)  Penyidikan terhadap Narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka,terdakwa,
atau sebagai saksi yang dilakukan di LAPAS tempat Narapidana yang bersangkutan
menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari
pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala LAPAS.

(2) Kepala LAPAS dalam keadaan tertentu dapat menolak pelaksanaan penyidikan di LAPAS
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di lJuar LAPAS
setelah mendapat izin Kepala LAPAS,
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Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibawa ke luar LAPAS untuk
kepentingan:

a.  penyerahan berkas perkara;
b. rekonstruksi;atau
C. pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam hal terdapat keperluan lain di luar keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat(4)
Narapidana hanya dapat dibawa ke luar LAPAS setelah mendapat izin tertulis dari Direktur
Jenderal Pemasyarakatan.

Jangka waktu Narapidana dapat dibawa ke luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) dan ayat (5) setiap kali paling lama 1 (satu) hari,

Apa bila proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap
Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di luar wilayah hukum
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan pidana yang sedang dijalani, Narapidana yang
bersangkutan dapat dipindahkan ke LAPAS tempat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Kedua
Anak Didik Pemasyarakatan

Paragraf 1
Anak Pidana

Pasal 18
Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak.

Anak Pidana yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
didaftar, 3 .

Pasal 19

Pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal18 ayat (2) meliputi:

a. pencatatan:

1 putusan pengadilan;

2. jatidiri; dan

- 3. barang dan uang yang dibawa;
b. pemeriksaan kesehatan;
c. pembuatan pasfoto;
d. pengambilan sidik jari; dan
e.  pembuatan berita acara serah terima Anak Pidana.
Pasal 20

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas
dasar:
a  umur;
b jenis kelamin;
c. lama pidana yang dijatuhkan;
d.  jenis kejahatan; dan
e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 21
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Ketentuan mengenai pendaftaran serta penggolongan Anak Pidana diatur febih lanjut dengan
Keputusan Menteri.
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Pasal 22
Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana
sebagaimana dimaksud dafam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23
Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24
Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk
kepentingan:
a. pembinaan;
b. keamanan dan ketertiban;
C. pendidikan;
d. proses peradilan; dan
e. lainnya yang dianggap perlu.
Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Pidana sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,

Paragraf 2
Anak Negara

Pasal 25
Anak Negara ditempatkan di LAPAS Anak.

Anzk Negara yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib didaftar.

Pasal 26

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi:

a.

P aogo

pencatatan:

1. putusan pengadilan;

2. jatidiri; dan

3.  barang dan uang yang dibawa;

pemeriksaan kesehatan;

pembuatan pasfoto;

pengambilan sidik jari; dan

pembuatan berita acara serah terima Anak Negara.

Pasal 27

Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Negara di LAPAS Anak dilakukan penggolengan atas
dasar:

umur;
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jenis kelamin;
lamanya pembinaan; dan
kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Negara diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri.
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Pasal 29

Anak Negara memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g
dani,

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30
Anak Negara wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31
Anak Negara dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk
kepentingan:
a. pembinaan;
b.  keamanan dan ketertiban;
c. pendidikan;dan
d. lainnya yang dianggap perlu.

Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata.cara pemindahan Anak Negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3
Anak Sipit

Pasal 32
Sipil ditempatkan di LAPAS Anak,

Anak Sipil yang ditempatkan di LAPAS Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
didaftar.

Penempatan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (enam} bulan bagi mereka yang
belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang
pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat
diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan
belas) tahun.

Pasal 33

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi:
pencatatan:

1. penetapan pengadilan;

2, jatidiri; dan

3.  barang dan uang yang dibawa;




b| pemeriksaan kesehatan;
c. pembuatan pasfoto;
Id] pengambilan sidik jari; dan
e.  pembuatan berita acara serah terima Anak Sipil.
Pasal 34
Dalam rangka pembinaan terhadap Anak Sipil di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar:
|a‘. umur;
b’. jenis kelamin;
C. lamanya pembinaan; dan

d. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

; ' ' Pasal 35

Ketentuan mengenai pendaftaran dan penggolongan Anak Sipil diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri,

Pasal 36

1) Anak Sipil memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali huruf g,i, k,
| dan huruf [. :

(2)  Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Sipil
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,

Pasal 37
(1) Anak Sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

|(2] Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ‘ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

(1)  Anak Sipil dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan:
a. pembinaan;

b. keamanan dan ketertiban;

C. pendidikan;dan

d. lainnya yang dianggap perlu.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Sipil sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Klien

Pasal 39
(1)  Setiap Klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh BAPAS.

(2) Setiap Klien yang dibimbing oleh BAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
didaftar.

Pasal 40
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) meliputi:
a. pencatatan:




1, putusan atau penetapan pengadilan, atau Keputusan Menteri;
"2, jati diri;
b.  pembuatan pasfoto;
pengambilan sidik jari; dan
d.  pembuatan berita acara serah terima Klien.

]

Pasal 41
Ketentuan mengenai pendaftaran Klien diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri,

Pasal 42
1)  Klien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari:
a.  Terpidana bersyarat;

b. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan
bersyarat atau cuti menjelang bebas:

c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan
kepada orang tua asuh atau badan sosial:

d.  Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada
orang tua asuh atau badan sosial: dan :

e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada
orang tua atau walinya,

(2)] Dalam hal bimbingan Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ dilakukan
oleh orang tua asuh atau badan sosial, maka orang tua asuh atau badan sosial tersebut

|
\ wajib mengikuti secara tertib pedoman pembimbingan yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri.

(3) | Dalam hal bimbingan Anak sebagaimana dimaksud dajam ayat (1) huruf e dilakukan oleh
| | orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut wajib mengikuti secara tertib
pedoman pembimbingan yang. ditetapkan dengan Keputusan.Menteri. .

Pasal 43

Dalam hal bimbingan Anak Negara diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan Anak

yar;lg]diserahkan kepada orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)
hurufc, d, dan e, maka BAPAS melaksanakan: .

a. pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar
kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;

b. pemantapan terhadap perkembangan Anak Negara dan Anak Sipil yang diasuh.

Pasal 44
Ketentuan mengenai program bimbingan Klien diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,

‘ BAB IV
BALAI PERTIMBANGAN PEMASYARAKATAN DAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN

Pasal 45

(1) Menteri membentuk Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat
Pemasyarakatan.

(2) \Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan
kepada Menteri.




